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BAB II 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 

 Untuk menganalisa permasalahan dokumen hukum seperti yang telah 

dikemukakan dalam Bab I, diperlukan beberapa peraturan penujang dan Pasal yang 

relevan. Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. 

 Peraturan itu adalah sebagai berikut : 

1.  Kitab Undang- Undang  No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika 

Pasal 112 

1.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

2.  Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 127 

1. Setiap Penyalah Guna:  

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, 

dan Pasal 103. 

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah 

Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Pasal 147 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi: 
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a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana  

penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan 

Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; 

b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau 

menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan; 

c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I 

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau 

d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang 

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan 

Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 

Pasal 55 KUHP 

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan  

perbuatan itu; 

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 

pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, 

daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. 
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(2)  Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggung 

jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh 

mereka itu, serta dengan akibatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


